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ABSTRAK 

Penelitian ini menganalisis mengenai Hukum Administratif dan juga Hukum Tata Ruang, 

hal yang diangkat adalah mengenai Kekuatan hukum izin mendirikan bangunan dikaitkan 

dengan sanksi administratif yang seharusnya diterapkan kepada pelanggar izin bangunan 

yang ada di Kota Bandung. adanya ketidaksesuaian antara aturan yang seharusnya berlaku 

dengan yang terjadi di lapangan, kemudian jika pelanggaran terjadi maka sanksi harus 

ditegakkan, salah satunya adalah sanksi administratif. Namun, yang terjadi adalah 

penerapan sanksi belum ditegakkan secara optimal, masih diterapkan hanya untuk kalangan 

tertentu.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis 

normatif. Sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan atau regulasi yang 

terkait dengan IMB serta sanksi administratif yang berlaku di Kota Bandung. Sumber 

hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku serta jurnal-jurnal yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

Hasil dari penelitian ini adalah : 1. IMB masih lemah kekuatannya, karena masyarakat 

masih belum taat pada aturan yang ada. fungsinya pun menjadi tidak dapat terlaksana. 

Aturan yang ditegakkan hanya terbatas untuk kalangan masyarakat tertentu. 2. Sanksi 

administratif juga hanya berlaku untuk kalangan masyarakat tertentu, padahal semua aturan 

dibuat secara umum. Ditambah dengan sosialisasi yang kurang optimal serta pengawasan 

pembangunan bangunan yang kurang dari pemerintah sehingga masih banyak yang 

melanggar dan belum jera apabila telah diberikan sanksi. 

 

Kata kunci : Hukum Tata Ruang, Hukum Administrasi, Izin Mendirikan Bangunan, Sanksi  

Administratif, Kota Bandung.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Permasalahan mengenai perizinan bangunan di Kota Bandung tidak sedikit terjadi. 

Tidak adanya Izin mendirikan bangunan (IMB) atau memiliki IMB tapi tidak sesuai dengan 

peruntukkannya bisa dikatakan hal yang sering terjadi di Kota Bandung. Contohnya adalah 

mengenai salah satu mall di Bandung yang sudah didenda dan membeli tanah untuk 

kompensasi pelanggaran tersebut, namun kejelasan mengenai IMB nya masih 

dipertanyakan, apakah diurus atau tidak. Walikota Bandung, Ridwan Kamil mengatakan 

bahwa hukuman untuk pelanggaran bangunan ada dua yakni membayar denda dan 

kompensasi. Dirinya berujar bahwa mall tersebut dan 13 lokasi pelanggaran lainnya pun 

diperlakukan dengan cara yang sama. Ia juga menjelaskan jika dari 13 bangunan itu ada 

satu dan dua bangunan yang akan dibongkar. Menurutnya hal itu dilakukan karena tempat 

tersebut peruntukannya tidak sesuai aturan dan tidak ada IMB. Ia juga menuturkan jika ada 

bangunan tidak ada IMB namun peruntukannya jelas, itu hanya akan di denda saja. Namun 

jika tidak ada IMB dan peruntukan tidak jelas, ia dengan tegas akan membongkar lokasi 

tersebut. 
1
 Contoh kasus lainnya adalah, adanya bangunan berupa rusun di Jalan Bukit 

Indah, Hegarmanah. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Bandung 

Dadang Iriana mengatakan, bangunan rusun Alpin terpaksa disegel Pemkot Bandung 

karena banyak menyalahi aturan. Mulai fungsi bangunan yang seharusnya komersil 

ternyata dijadikan kos-kosan. 

Selain itu, kata dia, garis sepadan sungai yang seharusnya tidak diganggu gugat saat 

                                                             
1
Pemerintah Kota Bandung Wajibkan Bayar denda Kompensasi kepada bangunan yang Melanggar, Distaru 

Bandung, diakses dari web http://distaru.bandung.go.id/index.php/main/view/pemkot-bandung-wajibkan-

bayar-denda-dan-kompensasi-kepada-bangunan-yang-melanggar diakses pada Tanggal 14 September 2017 

pukul 19.42 

http://distaru.bandung.go.id/index.php/main/view/pemkot-bandung-wajibkan-bayar-denda-dan-kompensasi-kepada-bangunan-yang-melanggar
http://distaru.bandung.go.id/index.php/main/view/pemkot-bandung-wajibkan-bayar-denda-dan-kompensasi-kepada-bangunan-yang-melanggar
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pembangunan, ternyata terjadi penyempitan. "Bangunan ini sudah tidak ada toleransi di 

proses perizinan. Karena peruntukannya juga tidak sesuai," ungkap dia.
2
 

Melihat kasus-kasus mengenai perizinan bangunan di Kota Bandung, dapat dilihat 

bahwa kekuatan perizinan bangunan di Kota Bandung masih ada kekurangan. Dilihat dari 

bagaimana caranya seseorang dapat mendirikan bangunan namun tidak memiliki izin dan 

baru diketahui setelah bangunannya jadi, dan juga untuk bangunan yang memiliki izin 

namun tidak sesuai dengan peruntukannya. Kejanggalan-kejanggalan ini menimbulkan 

berbagai pertanyaan baik dari segi pengawasan pembangunan dari pemerintah maupun dari 

segi kekuatan hukum dari Izin Mendirikan Bangunan itu sendiri.  

Idealnya, Setiap kota memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW). 

RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, suatu perencanaan 

tata ruang bertujuan untuk dapat menyerasikan berbagai kegiatan pembangunan antar 

sektor dalam pembangunan daerah, sehingga pemanfaatan ruang dan lahan dapat dilakukan 

seoptimal dan seefisien mungkin. Tujuan dari pelaksanaan suatu perencanaan tata ruang 

adalah untuk mengarahkan struktur dan lokasi pembangunan yang serasi dan seimbang 

dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga dapat 

tercapainya suatu pembangunan yang optimal. Selain itu, perencanaan tata ruang juga 

mencegah kegiatan pembangunan yang akan mencemari lingkungan hidup.
3
 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, 

ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, 

tempat manusia dan mahluk hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan 

hidupnya. Perencanaan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 

5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataaan Ruang. Perencanaan Tata 

                                                             
2
Yogi Pasha, Sindo News, Langgar IMB Wakil Wali Kota Bandung Segel Rusun Alpina, diakses dari  

https://daerah.sindonews.com/read/1246066/21/langgar-imb-wakil-wali-kota-bandung-segel-rusun-alpina-

1507290980/ pada Tanggal 7 Februari 2018 Pada Pukul 16.57  
3
 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, Hukum Tata Ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah, 

Ujungberung Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2013, hlm. 86 

https://daerah.sindonews.com/read/1246066/21/langgar-imb-wakil-wali-kota-bandung-segel-rusun-alpina-1507290980/
https://daerah.sindonews.com/read/1246066/21/langgar-imb-wakil-wali-kota-bandung-segel-rusun-alpina-1507290980/
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Ruang dibutuhkan oleh masyarakat seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan 

masyarakat yang semakin meningkat baik dari segi sumber daya alam dan juga segi lahan 

yang ada. Dengan adanya perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang 

meningkat dibutuhkannya pembangunan di Indonesia khususnya di wilayah perkotaan 

tertentu, harus memiliki suatu perencanaan atau konsep tata ruang, dimana konsep tersebut 

sebagai arahan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan, sehingga masalah-

masalah yang akan timbul yang diakibatkan dari hasil pembangunan akan dapat 

diminimalisir.
4
 

Dalam pembangunan kota, tentu di dalamnya akan dibangun berbagai gedung dan 

fasilitas yang berbeda-beda peruntukannya seperti gedung-gedung tersebut memiliki fungsi 

hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya, serta fungsi khusus. 

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta meningkatkan Tata Ruang Wilayah Kota 

tentunya masyarakat baik secara perorangan atau berbadan hukum yang ingin membangun 

bangunan dalam kota tersebut. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 

Tentang Bangunan Gedung selanjutnya akan disebut UUBG mengatur bahwa setiap 

bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai 

dengan fungsi bangunan gedung. Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi 

persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin 

mendirikan bangunan (Pasal 7 ayat (2) UUBG). Pembangunan suatu gedung (rumah) dapat 

dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan gedung disetujui oleh Pemerintah Daerah 

dalam bentuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  (Pasal 35 ayat (4) UUBG), dalam hal ini 

memiliki IMB merupakan kewajiban dari pemilik bangunan gedung (Pasal 40 ayat [2] 

huruf b UUBG).
5
  

Menurut pendapat ahli Asep Warlan Yusuf, Izin adalah suatu instrumen pemerintah 

yang bersifat yuridis preventif, yang digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk 

                                                             
4
 Supra note 1, hlm 21.  

5
 NN,“Sanksi Hukum Jika Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan”, Hukum Online, diakses dari web 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50a86f56c173c/sanksi-hukum-jika-tidak-memiliki-izin-

mendirikan-bangunan pada tanggal 14 September 2017 pukul 15.27 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50a86f56c173c/sanksi-hukum-jika-tidak-memiliki-izin-mendirikan-bangunan
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50a86f56c173c/sanksi-hukum-jika-tidak-memiliki-izin-mendirikan-bangunan
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mengendalikan perilaku masyarakat.
6
 Perizinan ini dimaksudkan juga sebagai upaya 

penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap ruang dapat bermanfaat dan sesuai dengan 

perencanaan tata ruang. Berdasarkan jenis-jenis keputusan, izin termasuk sebagai 

keputusan yang bersifat konstitutif, yakni keputusan yang menimbulkan hak baru yang 

sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam keputusan itu. 
7
 

Pada umumnya prosedur izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh 

pemerintah, selaku pemberi izin. Selain itu, pemohon izin juga harus memenuhi 

persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau 

pemberi izin. Persyaratan dalam izin memiliki dua sifat, yang pertama adalah bersifat 

konstitutif karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih 

dahulu) dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret, 

dan bila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi. Sifat yang kedua adalah bersifat 

kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah 

perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.
8
  

Menurut Pasal 1 Angka 6  Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 disingkat dengan PP 

36/2005, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh 

Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, 

mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan 

persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Definisi mengenai IMB pada 

aturan tersebut bermakna bahwa IMB tersebut merupakan pengkabulan permintaan 

mendirikan bangunan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik 

bangunan gedung dengan syarat pemilik gedung memenuhi sepenuhnya baik persyaratan 

administratif maupun teknis. IMB selain mengandung tujuan dasar dari izin pun memiliki 

tujuan secara khusus yaitu untuk menjaga ketertiban, keselarasan, kenyamanan dan 

keamanan dari bangunan itu sendiri terhadap penghuninya maupun lingkungan sekitarnya.  

                                                             
6
 Supra note 3, hlm. 106 

7
 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm 202. 

8
 Supra note 6, hlm 207. 
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IMB ini seharusnya diajukan atau diurus sebelum bangunannya dibangun atau 

sebelum bangunan itu jadi dan sebelum dioperasikan atau memiliki kemanfaatan bagi orang 

lain atau bisa juga diajukan terhadap bangunan lama yang belum memiliki IMB. Hal ini 

diharuskan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pembangunan yang 

tidak sesuai dengan berbagai aturan yang berlaku khususnya pada Kota yang akan dibangun 

bangunan tersebut. Dalam setiap perubahan bangunan berupa penambahan atau 

pengurangan bangunan yang signifikan dan perubahan fungsi bangunan juga harus 

mengurus IMB nya agar tidak bermasalah. Dalam pengurusan IMB tentunya ada dokumen-

dokumen yang harus disediakan dan diserahkan ke pemerintah. Selanjutnya, pemerintah 

akan memberikan surat keterangan kepada pemohon izin mendirikan bangunan. Dengan 

adanya IMB yang sesuai dengan peruntukkannya dan tidak mengacaukan tata ruang kota 

serta merugikan masyarakat sekitar, maka gedung atau bangunan tersebut dapat digunakan. 

Jika seiring berjalannya waktu ternyata telah diketahui bahwa ada bangunan yang tidak 

sesuai dengan IMB yang dimilikinya atau bahkan ada bangunan gedung yang tidak 

memiliki IMB, maka penegakkan hukum harus dilakukan. Sarana penegakkan hukum 

disamping adanya pengawasan, dikenal juga adanya sanksi. 

Pada suatu daerah, pemerintah daerah selalu membuat aturan yang di dalamnya 

terdapat sanksi yang dikenakan bagi orang-orang/pihak-pihak yang melanggar aturan 

tersebut. Demikian juga yang terdapat pada Kota Bandung, mengenai permasalahan 

pelanggaran IMB pemerintah kota telah membuat aturan yang mengatur mengenai IMB 

dan juga penerapan sanksi administratif bagi yang melanggar ketentuan IMB tersebut. 

Seperti yang terdapat pada pada Pasal 103 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 

Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Tata Bangunan, kemudian ada juga dalam Pasal 346 ayat 

(2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tentang Rencana 

Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035, hingga sampai 

Peraturan Walikota Bandung Nomor 1032 Tahun 2016 Tentang  Perubahan Atas Peraturan 

Walikota Bandung Nomor 548 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penerapan Sanksi 

Administratif Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.  Pasal-pasal tersebut mengatur 
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hal yang serupa yaitu sanksi administratif yang ditegakkan apabila ada yang melanggar atau 

mengacaukan tata ruang kota. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Walikota Bandung 

Nomor 548 Tahun 2016, “Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum 

administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali 

keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada pemilik bangunan gedung atas 

ketidaktaatan terhadap IMB, peraturan perundang-undangan di atas bangunan gedung 

dan peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung.”
9
 Dengan adanya sanksi 

administratif tersebut, idealnya pemerintah kota menegakkan aturan tersebut kepada para 

pelanggar IMB.  

Berdasarkan penjelasan terkait pelanggaran IMB yang terjadi khususnya di Kota 

Bandung Dalam penelitian ini akan meneliti Kekuatan Hukum dari Izin Mendirikan 

Bangunan dikaitkan dengan sanksi administratif dalam Peraturan yang mengatur tentang 

IMB dan juga sanksi administratif Kota Bandung khususnya dalam hal perizinan IMB. 

Penulis akan menelaah mengenai sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pelanggar 

IMB yang ada pada peraturan terkait seperti;  

a. Undang-Undang Bangunan Gedung Nomor 28 Tahun 2002 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Tata 

Bangunan  

c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Penyelenggaraan, Redtribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi 

Penggantian Biaya Cetak Peta  

d. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana 

Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035 

e. Peraturan Walikota Bandung Nomor 548 Tahun 2016 Tentang Tata Cara 

Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung 

f. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1032 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 548 Tahun 2016 Tentang Tata 

                                                             
9
 Peraturan Walikota Bandung Nomor 548 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif 

Penyelenggaraan Bangunan Gedung 
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Cara Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penyelenggaraan Bangunan 

Gedung 

Dengan meneliti peraturan terkait diatas, penulis akan mengaitkan dengan kekuatan 

hukum dari IMB, dari segi tujuan dan fungsinya. Penulis meneliti hal tersebut agar 

terlihat sisi kepastian hukum dari IMB jika ada pelanggaran yang terjadi dengan adanya 

sanksi administrasi yang dijatuhkan.  

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik permasalahan hukum sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kekuatan hukum Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikaitkan dengan 

Sanksi Administratif ? 

2. Bagaimana penerapan sanksi yang seharusnya dikenakan terhadap pelanggaran 

bangunan di Kota Bandung? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Tujuan Umum: 

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai legalitas, fungsi dari 

IMB jika dikaitkan dengan sanksi administratif yang berlaku serta cara 

penerapan sanksi administratif yang seharusnya ditegakkan terhadap 

pelanggaran IMB. 

b. Tujuan Khusus: 

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum IMB dilihat dari fungsi dan tujuannya 

dikaitkan dengan adanya sanksi administratif. 

2. Untuk mengetahui penerapan sanksi yang seharusnya dikenakan terhadap 

pelanggaran bangunan di Kota Bandung. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

 

1. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan khususnya dalam bidang hukum 

terkait dengan legalitas IMB dan penerapan sanksi administratif bagi yang 

melanggar 

2. Penelitian ini kiranya berguna sebagai masukan untuk pemerintah Kota Bandung 

atas peraturan-peraturan terkait yang dianalisis dalam penelitian ini 

3. Penelitian ini kiranya berguna untuk jadi referensi bagi mahasiwa yang ingin 

mengangkat tema ini dengan melihat dari sudut pandang berbeda 

4. Penelitian ini kiranya sebagai referensi bagi masyarakat diluar yang kiranya ingin 

mencari informasi terkait dengan penelitian ini. 

 

1.5. Metode Penelitian 

 

 Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif 

yaitu, melakukan penelitian berdasarkan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum serta teori-

teori hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Untuk itu, 

maka dibutuhkan alat berupa data-data sekunder yaitu data-data yang berisi bahan-bahan 

hukum yang terdiri dari  : 

 

1. Bahan Hukum Primer 

Peraturan Perundang-undangan terkait, seperti: 

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 

b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksana 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 
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d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Tata 

Bangunan  

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang 

Perubahan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Tata 

Bangunan 

f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Penyelenggaraan, Redtribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi 

Penggantian Biaya Cetak Peta  

g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail 

Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035 

h. Peraturan Walikota Bandung Nomor 548 Tahun 2016 Tentang Tata Cara 

Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung 

i. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1032 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Bandung Nomor 548 Tahun 2016 Tentang Tata Cara 

Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung 

2. Bahan Hukum Sekunder  

Buku-Buku dan jurnal hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini 

3. Bahan Hukum Tersier 

Hasil penelitian skripsi bidang hukum, internet dan literatur lainnya yang relevan 

dengan penelitian ini. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

 

BAB I - Pendahuluan  

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

 



10 
 

 

 

 

BAB II – Fungsi Hukum dalam Perizinan Bangunan Gedung 

Pada Bab ini berisikan mengenai tentang teori perizinan secara umum juga mengenai 

Izin Mendirikan Bangunan serta dasar hukum yang berlaku terkait Izin Mendirikan 

bangunan khususnya dalam Kota Bandung. 

 

BAB III – Penegakkan Hukum Berupa Pengawasan dan Kajian Sanksi 

Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan Bangunan 

Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai penegakkan hukum berupa pengawasan serta 

sanksi administratif secara umum, kemudian pengawasan serta sanksi administratif 

terhadap pelanggar penyelanggaraan bangunan dalam bidang perizinan mendirikan 

bangunan disertakan dengan aturan atau dasar hukum terkait khususnya pada Kota 

Bandung.  

 

BAB IV – Kekuatan Hukum Izin Mendirikan Bangunan dan Kaitannya dengan 

Sanksi terhadap Pelanggar Bangunan 

Pada bab ini akan dilakukan analisis yang didasarkan pada dasar hukum Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) secara umum, dan dasar hukum Izin Mendirikan 

Bangunan yang berlaku di kota Bandung dikaitkan dengan adanya sanksi administratif 

dalam beberapa peraturan yang berlaku di Kota Bandung terhadap pelanggaran IMB 

dan juga menganalisis bagaimana harusnya penerapan sanksi administratif untuk 

dikenakan kepada pelanggar bangunan di Kota Bandung.   

Bab V – Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini akan berisi kesimpulan dari penelitian dan saran untuk pengembangan 

ilmu hukum. 




